GUBERRNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4¢ TAHUN 2011

TENTANG

FENGHITUNCAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN EERMOTOR
L AN BEA BAL { NAMA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS UNTUK DAERAH
KAWAS AN PERDACANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
TAHUN 2011

GUEERNUR KEPULAUAN RIAU,

Men.mbarg a. pahwa dencan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negar Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 20 aya! (1) tentang
Pernitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Sernotor dar Bea Balih Nama Kendaraa: Bermotor,
Gubernur capal menatapkan Nilai Jual Kendaraan
Bernotor (NJK3) tertentu sesuai Harga Pasaran Umum
P U) setenipat khusue untuk daerah yang verdasarkan
serzturan  perundang-undangan  ditetapkan  sebagai
Kav.asan Serdagangan Eebas Dan Pelabuhan Bebes;

b pahwa Dberdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf @ perit menetapkan Peraturan
Gubernur Kepulauan Rizau entang Penghitungan Dasar
Pengenaan Paak Kenduraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Khusus untuk Dasrah
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Tabun 2011

Me:ugingat S Uncang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembenitkan Provinsi Kepulauan FHiau (Lembaran
Negara Fepubik Indonesiz Tahun 2002 Nomor 117,

Tarbshan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNoior 4237
2 Uncang-Undang Nomo: 32 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negaa Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanqg
Perubahan Kedua Atas Undang-Uncdang Nomor S2
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Fepubiik Indonzsia Tanun 2008 Noror 59,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Norior 4844),
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Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbancan reuangan antara Pemerntal, Pusat dan
Penerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahwun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran MNegara Republik indonesia Nomcer 4438),

Uneang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
“ementenan  Jegara (Lembaran Negara Republix
ndenesia Tahun 2003 Nomor 166, Tambahan
Lembaran MNegqara Republik Indenesia Nomor 4816),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalin (Lembaran Negera Republic
indonesia Tanun 2009 Nomor 868, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025},

Unaang-Undang Momor 28 Tanun 2009 tentang Fajak
Daerah dan Retribusi Daeraoh (Lembaran Negara
Republit ndonasia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan
Lemparan Negara Repubiik Indonesia Nomor 4238),

Persturan  Pemenntahh  Pengganti  Undang-Undang
norior 1 Tahun 2000 tentang Kawasan FPerdagangan
Betas car Peisbubhan Bebas:

Peraturan Ferenntah Nomor 44 Tahun 1583 tenang
Kendaraan dan Pengerudi (Lembaran Neag:ara Republik
indonesia Tahun 1593 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Ri:publik Indones.a Nomor 3530);

Paraturan Farenntan Nomor 25 Tahun 2000 tentang
cewenancan  Provinsi  sebagar daerah  Otonom
‘Lambaran Nejara Republik indonesia Tahun 2000
“omor 54 Tumbahan Lembaran Negaa Republic
Indopesia Mornor 39527

Peraturan Pa2mearintan Nomor 46 Tahun 2007 tentang
‘awasan Perdagangan HBepas dan Pelabuhan Bebas
Bataum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 107, Tambahan Lernbaran Negara
Republik 'ndonasia Nomcor 4787),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Poerdagangan Bebas dan Pelabuhan Booas
Bintan (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 108, Tambahan Leinbaran Negara
Republic indonasia Normor 4758);

Paraturan FPemerintan Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Kawasan Pardacangan bebas dan Pelabuhan Bebas
Karmun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomaor 4759);

Feraturan Femerintah Momor 2 Tahun 2009 terfang
Parakuai kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai sena
Pengawasan aas Pemasukan dan Pengeluaran Barang
Le can dari sera berada di Kawasan yang telah ditunjuk
sabagai Fawasan Perdzgangan Bebas daii Pelabuhan
Bebas,
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Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang
Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI
dan Dr. H M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai
Gubernur dan Wakil Guoernur Kepulauan Riau Masa
labatan Tahun 2010-2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009
ientang Tala Cara Pengawasan, Pengadministrasian,
Pernbayaran, sara Pelunasan Pajak Pertarmbahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Fajak
dan/atau Jasa Kena Puajak dari Kawasan Bebas ke
tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan
dan/atau Penyerahan Ba ang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009
tantang  Pemberitahvan  Pabean dalam  rangka
Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari
Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan
Perdagangan Eebas dan Pelabuhan Bebas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/FMK.04/2009
tantang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang
ne dan dai Kawasan yang telah citunjuk sebagai
ilawasan Perdagangan Eebas dan Pelabuhan Bebas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010
lantang faie Cara Pemasukan dan Pengeluaran
Kerdaraan Bermolor Ke dan Dari Kawasan Yang Telan
Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bekbas;

Garaturan Menieri Dalarr Negeri Nomor 23 Tahun 2011
tlentang  Penghitungan Dasar Pengernaan Pajak
erndaraan Bermotor can Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indornesia Tahun
2011 Nomor 318),

Keputusan Menteri Dalem Negeri Nomor 170 Tahun
Y47 temang HPedoman Tata Cara Pemungutan Fajak
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4
‘ahun 2006 tentang Fajak Daerah (Lembaran Daeran
Provins: Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 4 Seri B,
Tambahan |.embaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Noror 4).

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pernerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS UNTUK DAERAH KAWASAN PERDAGANGAN
BESAS DAN PELABUHAN BEBAS TAHUN 2011.



Fadd o
KETENTUAN UMUM

Fasal |
Dalam Peraturan . ubernur 1 yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauar Rigu.
2 Wepala Daeral adalah Guberner Kepulzuan Riau

9. Rawasan Percagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut
rawasan Bebe s, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik lidonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas
dari pengenaan bea masuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
lMewah dan C «ai.

4. Kendaraan Be: notor adaiah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan di s.mua enis jelan darat, dan digerokkan oleh peralatan teknik berupa
rmotor atau perlatan lainnya yang berfungsi uniuk mengubah suau sumber daya
energi tertenl menjad! tenaga gerak xendarzar bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-uiat berat dan alat-alat besar yan dalarm operasinys menggunakan
roda dan moto: dan mielekal secara permanan.

N

fendaraan Be motor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan vang digunakan
Untuk angkuta: harang dan/atau grang dengan dipungut bayaran.

8. Pajak Kendeaan Bermotor, yang selanjulnya disingkat PKB, adalan pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

7. Beza Balik Nana Kendaraan Bermotor, yang selanjuinya disingkat 3BN-KB, adalan
paiak at@s penyerahan hak milik fendataan bermiotor sebagai akiba! pedqanjian dua
pihak atau pe duatan sspinak a'au keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibal: warisan, atau pemasukan kedalam badai usaha,

H. Kendaraan pte moter ubah bentvk adalah kendaraan bermolor yang mengalaimi
narubahan teks dar/atau serta penggunaannya

-

4. Alat-alet berat an alal-alat besar yano bergerak adzalan alat-alat berat can alat-alat
pasar yvang dolam cperasioya manggunakan roda dan motor dan tidak melekat
sacara pernman 2.

10.Nifal Jual Kerndaraan demnotor, yang selanjuinya disingkat NJKH adalah Harga
FPasaran Umur atas sua:u kendaraan termotor

11. Harga Pasararn Umuin yang selanjutnya disingkal HPU adaiah harga rata-rata yang
d:peroleh dar i-2rbagai sumber data yang akurat.

12.Tahun Pembuatan adalsl, (shun poarakitan can/atau rahun yang  dietapkan
bardasarkan re gistrasi den ideniifirast cleh pihak herwenang

13. 5 urat Keletapn Paiak Daeraly yang selanuirya disingkat SKP adaleh Surat
“atelapan Paj < yang menentukan basamya jumiah pokok pajak.

BAE
PENGHITUNGAN DAN PEVETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BEN-KB

Liagian Kesalu
kK angaraan Bermotor Khusus untuk Daerah Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



Pasal 2

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari
(dua) unsur pokok:
N.KB, da:i

. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemar=an lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU
Khusus untux Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atas
suatu kendar:an bermotor.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-
faktor: '

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat
kendaraa: bermotor;

b. jenis bahun bakar kendaraan bermotor, yany dibedakan menurut solar, bensin,
gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan
bermctor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi
silinder

(4) Bobot sebag=imana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut

a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda
motor darn sejenisnya serta aiat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu);
dan

b. mobil barzng/beban sebesar 1,3 (satu koma tiga).

oW pa

Pasal 3

Dasar pengenaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan pada
kolom 6 Lampiran Peraturan Gubemnur ini,

Pasal 4

1) NJKE sebag: imana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) dijadikan dasar pengenaan
HBN-<B.

2) NJKB sebagnimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan pada kolom 6 Lampiran
Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua
Alat-Alat Berat dan Alat-Aiat Besal

Pasal 5

1) Pengnitunga: Dasar pengenaar PKE dan BBN-KE untuk alai-aial berat dan alat-
alat besar diictapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar khusus
untuk Daeral. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2} NJKB alat-ai=t berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jitetapkan be dasarkan HPU khusus untuk Daerah Kawasan Percagangan Bebas
dan Felabuh:.n Bebas.

Pasal 6
NJKES alat-alat be it dan alat-alat becar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dijadikan dasar pegenaan PKD dan 3EN-KB untuk alat-alat perat dan alat-alat besar.
Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menetapkan
dasar pengenean PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:

3 jenis, mere. dan tipe yang belumn disebutkan dalam Lampiran dan tambahan
Lampirzn Foraturan Gubernur ini, dengan ketentuan



(2)

(1)

(2)

(1)

1) untuk taiiun pembuatan terbaru nilai juainya ditetapkan 10% (sepuluh persen)
di bawal) harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu kema lima
persen) i bawah perkiraan harya isi (on the road).

2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU
atau dengan membandingkan jenis. merek, tipe, isi silinder, dan tahun
pembualan dari negara produsen yang sara.

b jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini, dengan -etentuan: {

1) untuk (ahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditelapkan dengan
penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya

2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai
jual tanun pembuatan terakhir sebagairmana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Guberrnur ini dengan penurunan £% (lima persen) setiap tahun
dengan naksimal penurunan £ (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU
yang berlaku di Daerah masing-rrtasing.

lJasar Pengennan PKB dan BBN-KB sebagaimar.a dirnaksud pada ayat (1) dan ay

(<) ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lambat 7
(tujuh) hari set:iah ditetapkan.

BAB I
TARIF PAJAK

Fasal &

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

4. 1,5% satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukar umum:

n. 1,0% (sat. koma nol nersen ) untuk kendaraan bermotor umum’ dan

2. 0,59% (no koma lima perser ) untuk kend raan bermotor aizl-alat baral dun
alat-aiat L sar.

Tarf Bea Baik Nama kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama ditetapkan
sebesar

g. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;

b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan

c. 3% (tiga parsen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Bea !'alikk Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua dan
selanjutnya citetapkan sebesar:

a. 1,0% (saw koma nol persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;

b. 1.0% (sawu korna nol persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan

¢. 03% (nul koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan
alat-alat ~esar

Tarif Bea Eulik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan

ditetapkan se:pesar:

a. 0,1% (nc! koma satu persen) untuk kendaraan bukan umum,;

p. 0,1% (nc! koma saiu persen) untuk kendaraan umum; dan

c. 0,03% (rol koria nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan
alat-alat nesar

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
; Pasal 9
Pajak harus «lunas! sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas bulan)



(2V Pembayaran BBN-KE dilakukon pada ssal pendafaran/registrasi dan/atau
nergantinya kepemiiika; kendaran Beimolor

(3) PKB dan BON-KB diunasi selainbatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak
diterbitkannys SKPD.

BAB V
SANKS! ADMINISTRASI DAN KERINGANAN

Pasai 10

Wajib Pajak yang <arena kelalaian ataupun kealpaannya mambayar Fajak Kendaraan
Bermotor cikenakan sanksi aoministrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak terhutang, ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) untuk
keterlambatan bul-n berikutnya maksimal 71% (tujul puluh satu persen).

Pasal 11

Gubernur atau Peiabat yang diunjuk dapat memberkan keringanan, pengurangarn dan
penbebasan PKB dan BEN-KE

BEAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan ni mulal berlaku pada tanggal diundangkai.

/.gar setiap orang nengetahuirya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini cengan perempatannya dalam Bersite Daeran Provinsi Kepulauan Riau.

Citetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal :f ]'uru 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAL,

>
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Diundangkar: di Tanjungpinang
nada tangga: 2)'( TUN! 2011

SEKRET~RIS DAERAH
PROVINSI K FPULAUAN RIAU,

N\~

SUHAJ R DIANTORO

BERITA DAERAF PROVINSI REPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR Go
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